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P U T U S A N

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan  mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK.xxxxxxxx  tempat  tanggal  lahir/umur  Balikpapan,  22

Desember 1980/40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  NIK.3xxx  tempat  tanggal  lahir/umur  Lumajang,  06  November

1967/53  tahun,  agama  Kristen  Protestan,  pekerjaan  Usaha

Kost-Kost  an,  pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  xxxxx,

Kecamatan Tenggilis Mujoyo Kota Surabaya, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  memeriksa  alat-alat  bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2021 telah

mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kotabaru  dengan  Nomor  215/Pdt.G/2021/PA.Ktb,  pada  hari  itu  juga  dengan

dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa,  pada  tanggal  09  Juni  2012,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Uursan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara

Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 09 Juni 2012.
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2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah milik suami di xxxxx sampai terakhir. Pada awal

pernikahan,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  hidup  rukun  sebagimana

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

a. Anak  penggguat  dan  tergugat,  yang  lahir  pada  tanggal  04-01-

2014 di Surabaya

3. Bahwa  sejak  20  April  2016  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan

paling dominan adalah karena berpindah agama ke asalnya yaitu Kristen

Protestan.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan

Mei  2016  kemudian  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan

Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga

sekarang selama lebih 5 tahun 2 Bulan.

6. Bahwa pihak keuarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar,

akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah

tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pecah,  merasa  mudhrat

serta  tidak  memiliki  harapan  akan  dapat  hidup  rukun  kembali  bersama

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga

yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan

demikian,  gugatan  cerai  Penggugat  telah  memenuhi  persyaratan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini ;

 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelsi Hakim dapat menerima, memeriksa,
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mengadili  dan  memutus  perkara  ini  dengan  memanggil  Penggugat  dan

Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguggat;

2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Mebebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

datang sendiri  menghadap di persidangan,  sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  menurut  berita  acara  (relaas)

panggilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal  11 Juni dan 18 Juni  2021,

yang  dibacakan  di  Persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  secara  maksimal  untuk

mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tidak

bercerai  dengan Tergugat  dan kembali  membina rumah tangganya bersama

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa,  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

sehingga  oleh  majelis  hakim  perkara  ini  dinyatakan  tidak  dapat  dimediasi

sebagaimana  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah  Agung

(PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Penggugat  dalam sidang tertutup  untuk  umum dan atas  pertanyaan Majelis

Hakim,  Penggugat  tetap  mempertahankan  dalil-dalil  posita  dan  petitum

gugatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis
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1. Fotokopi  Keterangan  Domosili  Nomor:xxxxx  atas  nama  Penggugat

tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepada Desa Dirgahayu,

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata

sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2)

diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 09 Juni 2012,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara,

Kabupaten  Kotabaru,  Bukti  fotokopi  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis

Hakim, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

telah  di-nazagelen,  kemudian  diberi  kode  (P.3)  diberi  tanggal  dan  paraf

Ketua Majelis

B.  Bukti Saksi-Saksi

1. Saksi 1 penggugat,  tempat dan tanggal lahir

Kotabaru, 15 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  xxxx,  kabupaten

Kotabaru.  Saksi  mengaku  sebagai  kakak  ipar  Penggugat,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  Tergugat  sebagai  suami  Penggugat,  dan

mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  bertempat  tinggal  di

rumah milik suami di Xxxxxxx sampai pisah tempat tinggal;

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 3 tahun yang

lalu, sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  paling

dominan  adalah  karena  Tergugat  kembali  lagi  ke  agama  semulanya

sebelum menikah yaitu agama kristen;

- Bahwa  Saya  tidak  pernah  melihat  mereka  bertengkar  karena

masalah itu, dan juga tidak melihat Tergugat beribadah ke gereja. Saya
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mengetahui hal itu dari cerita Penggugat dan juga cerita keluarga besar

Penggugat yang mengetahui hal itu, juga dari anak mereka yang pernah

dibawa ke gereja, ketika berumur 5 tahun;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan

Tergugat  telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 3 (tiga)  tahun

yang lalu hingga sekarang,  hingga sekarang. Yang pergi meninggalkan

rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan

hidup dengan Tergugat yang telah kembali beribadah secara kristen;

- Bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  juga  sudah  berupaya  untuk

menasihati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar tidak bercerai

dengan  Tergugat  namun tidak  berhasil,  dan  saksi  tidak  sanggup  lagi

merukunkan;

2. Saksi  2  penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Kotabaru,  19  Februari

1977,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Pedagang,  tempat

kediaman di Jalan xxxxxa, kabupaten Kotabaru.  Saksi mengaku sebagai

kakak  kandung  Penggugat,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  Tergugat  sebagai  suami  Penggugat,  dan

mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  bertempat  tinggal  di

rumah milik suami di Xxxxxxx sampai pisah tempat tinggal;

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 3 tahun yang

lalu, sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  paling

dominan  adalah  karena  Tergugat  kembali  lagi  ke  agama  semulanya

sebelum menikah yaitu agama kristen;

- Bahwa  Saya  tidak  pernah  melihat  mereka  bertengkar  karena

masalah itu, dan juga tidak melihat Tergugat beribadah ke gereja karena

saya beda rumah dan lumayan jauh rumahnya. Saya mengetahui hal itu

dari cerita Penggugat ibu kandung saya yang sudah bertanya kepada

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan benar Tergugat telah pindah lagi ke agamanya yang dulu

Kristen;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan

Tergugat  telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 3 (tiga)  tahun

yang lalu hingga sekarang,  hingga sekarang. Yang pergi meninggalkan

rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan

hidup dengan Tergugat yang telah kembali beribadah secara kristen;

- Bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  juga  sudah  berupaya  untuk

menasihati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar tidak bercerai

dengan  Tergugat  namun tidak  berhasil,  dan  saksi  tidak  sanggup  lagi

merukunkan;

Bahwa,  atas pertanyaan Majelis  Hakim,  Penggugat  menyatakan telah

mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa,  Penggugat  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan kepada majelis Hakim; 

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  hal-hal

sebagaimana termuat dalam berita  acara sidang perkara ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan

sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain

menghadap  sebagai  wakilnya  atau  kuasanya  yang  sah  untuk  datang

menghadap  di  persidangan  serta  tidak  pula  terbukti  ketidakhadirannya  itu

disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  meskipun  menurut  berita  acara

panggilan (Relaas) Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 11 Juni dan 18 Juni

2021 yang bersangkutan telah dipanggil  secara sah dan patut untuk datang

menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.

Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan
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Agama,  kepada  Penggugat telah  diberikan  nasehat supaya  mengurungkan

maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara

ini  tidak  dapat  dilakukan  upaya  mediasi  sesuai  Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan

Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan

surat  gugatan  Penggugat  dalam  persidangan  tertutup  untuk  umum.  Bahwa

sejak  20  April  2016  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus-menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam  rumah  tangga  dengan  faktor  penyebab  utama  dan  paling  dominan

adalah karena berpindah agama ke asalnya yaitu  Kristen  Protestan.  Bahwa

puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  Mei  tahun  2016,  akibat

perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  Penggugat  pergi  meninggalkan

Tergugat. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan

tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 5 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang,  bahwa dalil  yang  diajukan  Penggugat  dalam perkara  ini

sebagaimana  dimaksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 1  tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi

Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  ketidakhadiran  Tergugat  di  persidangan  yang

ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan

majelis  bahwa  Tergugat  telah  dianggap  mengakui  seluruh  dalil  gugatan

Penggugat  dan  tidak  pula  berkeinginan  untuk  mempertahankan  hak-hak

keperdataannya,  sehingga  telah  terpenuhi  kehendak  Pasal  283  RBg,  maka

Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan

atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat

(1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab  Al-Anwar, Juz 3, halaman

55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

بالبيـنة          اثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز فإن
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Artinya: “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib,

maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalis),

yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami

istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri  sebagaimana  Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019, maka  untuk

mengetahui  lebih  jelas  alasan  tersebut,  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk

membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan  mengajukan alat-alat bukti

yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis

hakim  menilai  Penggugat  tetap  harus  dibebani  pembuktian  sebagaimana

ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.2

yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P.1  merupakan  fotokopi  Surat

Keterangan Domisili  atas nama Penggugat  yang merupakan bukti surat akta

otentik,  dengan kekuatan pembuktian  sempurna dan mengikat  selama tidak

dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang

dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud

Pasal 285 dan 301 R.Bg.,  jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-

Undang  Nomor  10  tahun  2020  tentang  Bea  Meterai.  Bukti  surat  tersebut

menjelaskan  mengenai  identitas  Penggugat  yang  berada  di  wilayah  hukum

Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat.

Maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor

7  Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama sebagaimana telah  diubah dengan

Undang-Undang No.  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua dengan Undang-
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Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, secara  absolute menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan

secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Buku  Kutipan Akta

Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti  surat akta

otentik  dengan  kekuatan  pembuktian  sempurna dan  mengikat  selama  tidak

dibuktikan  sebaliknya, dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  dan

bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285

dan 301 R.Bg.,  jo. Pasal  3 ayat  (1) huruf  (b),  dan pasal  5 Undang-Undang

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan

mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai

suami istri  yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak

telah sesuai  dengan asas personalitas keislaman, sesuai  ketentuan Pasal  2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan jo.  Pasal 11, 12,

dan  13  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya

Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam

perkara  a  quo  (persona  standi  in  judicio),  sehingga  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2

(dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan

di  muka  persidangan,  sudah  diperiksa  satu  persatu  secara  terpisah,  sudah

dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang

dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan,  Pasal 175 R.Bg. maka secara

formil  dapat  diterima,  dan  selanjutnya  Majelis  mempertimbangkan  sebagai

berikut;

Menimbang  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  mengenai

pertengkaran  dan  perselisihan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  dan  mengenai  Tergugat  yang  telah  berpindah  agama  ke  Kristen

(murtad) adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri,

akan tetapi mendengar curhat dan pengaduan Penggugat dan keluarga besar
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Penggugat  yang mengetahui  perselisihan dan perihal  murtad  Tergugat  yang

kembali lagi beribadah secara agama Kristen, Sehingga Penggugat dipandang

telah mampu membuktikan dalil permohonannya yaitu telah terjadi perselisihan

terus  menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dan  peralihan  agama  atau

murtad  oleh  Tergugat  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam

rumah tangga yang mengakibatkan sudah pisah rumah kurang lebih sekitar 3

tahun yang lalu, dan hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997,  bahwa  “Kehidupan  Rumah

tangga  suami-istri  yang  telah  terbukti  retak-pecah  dimana  keduanya  sudah

tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat

hidup  rukun  kembali  sebagai  pasangan  suami-istri  yang  harmonis  dan

bahagia.” Dengan demikian saksi 1 dan saksi 2 tidak memenuhi syarat materiil

sebagaimana  Pasal  308  RBg,  namun  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2

Penggugat pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan

yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi

Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 hanya dinilai sebagai

bukti  permulaan  dan  membutuhkan  alat  bukti  tambahan  yaitu  bukti

persangkaan;

Menimbang,  bahwa Majelis  hakim dalam hal  ini  mengambil  pendapat

putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308

K/Sip/1959  sebagai  pendapat  Majelis  hakim  yang  disebutkan  bahwa:

"Testimonium de auditu" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi

penggunaan  kesaksian  yang  bersangkutan  sebagai  persangkaan  yang  dari

persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang”. Maka berdasarkan pada

pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan

kewenangan  untuk  mempertimbangkan  suatu  apakah  dapat  diwujudkan

sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati, cermat

dan  seksama.  Oleh  karena  itu,  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  perihal

perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat

menjadi  alat  bukti  persangkaan  yang  membuktikan  bahwa  Tergugat  dan

Penggugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan  peralihan

agama atau murtad oleh Tergugat ke agama Kristen yang menyebabkan terjadinya
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ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga yang  mengakibatkan  para  pihak  sudah

pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  yang

dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan

saksi-saksi  tersebut  diatas,  maka  dapat  diperoleh fakta-fakta  hukum

persidangan sebagai berikut:

--------Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kurang  lebih  sejak  3  tahun  yang  lalu antara  Penggugat  dan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab

utama yang paling dominan adalah karena Tergugat kembali lagi beribadah

ke agama sebelum menikah yaitu agama Kristen;

-------Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 3

tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat meninggalkan Tergugat karena

sudah tidak tahan lagi dengan keputusan Tergugat yang kembali ke agama

Kristen (murtad);

--------------Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum primer angka 2 menuntut

agar  Penggugat  diceraikan  dengan  Tergugat,  dengan  meminta  Pengadilan

untuk  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughraa.  Dan  berdasarkan  fakta-fakta

hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut:

 Menimbang bahwa secara yuridis menurut  pasal  39 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun  2019 tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan

tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal
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19 huruf (f)  Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  yaitu

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri

dan  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  kembali  rukun,  dan  Pasal  116  huruf  (h)

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan dapat terjadi perceraian

adalah  peralihan  agama  atau  murtad yang  menyebabkan  terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur  yang harus  dipenuhi  untuk  terjadinya  perceraian  baik  cerai

gugat maupun cerai talak  yaitu:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adanya  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dan

peralihan agama atau  murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

dalam rumah tangga;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengadilan  telah  berupaya  mendamaikan  suami  isteri  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Menimbang  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang

telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang,  bahwa  terbukti  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  secara  terus  menerus  peralihan  agama  atau  murtad yang

menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga,  karena Tergugat

kembali beribadah ke agama sebelum menikah yaitu agama Kristen,  dengan

demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang

terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 3

tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat meninggalkan Tergugat karena
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sudah tidak tahan lagi  dengan keputusan Tergugat  yang kembali  ke agama

Kristen  (murtad)  dan  selama itu  telah  diupayakan  pula  oleh  pihak  keluarga

kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan

tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan

Majelis  Hakim  telah  mengoptimalkan  upaya  damai  melalui  mediasi  sesuai

PERMA Nomor  1 Tahun 2016,  namun upaya tersebut  tidak  berhasil  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa  ayat Al-Quran  surah  Al-Baqarah  ayat  221  yang

melarang pernikahan orang muslim dengan orang kafir/musyrik: 

لنكْحُِوا وللل لملةٌ                يؤُمِْنّ حلتىّٰ المُْشْركِتِٰ ت لةٌ وللل يرٌْ مّؤمِْن لةٍ مّنْ خل لوْ مّشْركِ ولّ

لتكْمُْ ب لعجْل لعلبدٌْ                يؤُمِْنوُاْ حلتىّٰ المُْشْركِيِنْل تنُكْحُِوا وللل                ا يرٌْ مّؤمِْنٌ ولل مّنْ خل

لوْ مّشْركٍِ لكمُْ ولّ ب لعجْل اٰوُٰٰلىٰٰكِٕلووو                ا للٰٰلٰٰلٰٰلٰٰلٰٰلٰٰلٰٰلٰٰلٰٰلٰٰلٰٰلٰٰٰ لدعْوُنْل لٰٰ لى ي لدعْوُآْ ولاللهُّٰ                الناّرِ الِ لى ي نةِّ الِ الجْل

ةِ لينُّ ههههههههههههههباِذِنْهِ ولالمْلغفِْرل لعللهّمُْ للِناّسِ ههههههههههههههايٰتٰهِ وليبُ لذلكرُّونْل ل لت ي  

Artinya:  Dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik,  sebelum  mereka

beriman.  Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik

daripada  perempuan  musyrik  meskipun  dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah

kamu nikahkan orang (laki-laki)  musyrik  (dengan perempuan yang beriman)

sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih

baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak

ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil

pelajaran.

Menimbang bahwa ayat Al-Quran surah Al-Mumtahanah  ayat 10 yang

berbunyi:

ليهّلا و اذِلا امٰلنوُآْ الذّيِنْل يآٰ اجلاٰٰءلكمُُو اااااااااااا لحِنوُهْنُّ مُهجِٰرٰتٍ المُْؤمِْنتُٰ ا لللهُّٰ نّننّنّنّنّنّنّنّنّنّنّنّنّّفلامْت ا

لمُ لعلْ لرْجِعوُهْنُّ فللل مُؤمِْنتٍٰ عللمِْتمُُوهْنُّ فلانِْ باِيِمْلانهِنِّ ا لى ت هنُّ لل رِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِالكْفُّارِ الِ

لحِلوّنْل همُْ وللل لهّمُْ حِلّ لهنُّ ي لنفْلقوُاْ مّا ولاتٰوُهْمُْ نّننّنّنّنّنّنّنّنّنّنّنّنّّل لاحل وللل ااااااااااااااا ليكْمُْ جُن لنْ علل ا
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لنكْحُِوهْنُّ ليتْمُُوهْنُّ اذِلا ت هنُّ اتٰ ِ تمُْسِكوُاْ وللل نّننّنّنّنّنّنّنّنّنّنّنّنّّاجُُورْل لولافرِِ بعِصِلم ملا ولسْٰلٔوُاْ الكْ

لنفْلقتْمُْ لسْٰلٔوُاْ ا لنفْلقوُاْ ملا ولليْ لحْكمُُو اللهِّٰ حُكمُْ ذلٰكِمُْ ااااااااااااااا لكمُْ ي لينْ علليِمٌْ ولاللهُّٰ مْممْمْمْمْمْمْمْمْمْمْمْمْْب

١٠ - حلكيِمٌْ

Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Apabila  perempuan-perempuan

mukmin  datang  berhijrah  kepadamu,  maka  hendaklah  kamu  uji  (keimanan)

mereka.  Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan  mereka;  jika  kamu telah

mengetahui  bahwa  mereka  (benar-benar)  beriman  maka  janganlah  kamu

kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka

tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi

mereka.  Dan  berikanlah  kepada  (suami)  mereka  mahar  yang  telah  mereka

berikan.  Dan tidak  ada  dosa bagimu menikahi  mereka  apabila  kamu bayar

kepada  mereka  maharnya.  Dan  janganlah  kamu tetap  berpegang  pada  tali

(pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta

kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan

mereka  meminta  kembali  mahar  yang  telah  mereka  bayar  (kepada  mantan

istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di

antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Menimbang  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan

keluarga/rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah, warahmah seperti  yang

diharapkan  oleh  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  akan  menimbulkan

kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu  pihak atau

kedua belah pihak. Apalagi salah satu pihak telah berpindah agama ke agama

selain  Islam  (murtad)  yang  menjadikan  perkawinannya  rusak  karena

pernikahan  dengan  beda  keyakinan  agama  adalah  sesuatu  yang  dilarang

dalam  agama  Islam,  sehingga  perkawinan  ini  hanyalah  mendatangkan

mudharat  atau  mafsadat dari pada  maslahat bagi Penggugat dan Tergugat.

Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari  mudharat atau  mafsadat

wajib  didahulukan  dari  pada  mengambil  manfaatnya,  sebagaimana  kaidah

Fiqhiyyah yang berbunyi :
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المصالح      جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya:  “menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  mengambil

kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap

suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai

dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus

Sunnah juz II halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

dalam perkara a quo yang berbunyi sebagai berikut:

وأن  سبيل الفرقة يكون أن ينبغى لن وجه كل من ذلك يسد ل ما

من وجوها يقتضى بالكلية الفرقة إلى التوصل أسباب حسم

فكلما الطبائع بعض يألف ل ما الطبائع من أن.منها والخلل الضرر

) الخلف أي(  الشروالنبو زاد بينهما الجمع فى اجتهد وتنغصت 

.المعايش

Artinya:  “Seyogyanya  jalan  untuk  bercerai  itu  diberikan  dan  jangan  ditutup

sama  sekali,  karena  menutup  mati  jalan  perceraian  akan  mengakibatkan

beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri  sudah

tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul

diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya

menjadi kalut.”

Menimbang pendapat  Sayyid Sabiq dalam kitab  Fiqhus Sunnah juz II

halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a

quo yang berbunyi sebagai berikut:

لن           بالخر منهما كل علقة إنقطعت الزوجة أو الزوج ارتد إذا

واحد   أي ردة

فسخا        تعتبر الفرقة وهذه بينهما للفرقة موجبة منهما

Artinya: “Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan

perkawinan  mereka  satu  sama  lain.  Karena  sesungguhnya  riddah  salah

seorang  diantara  mereka  itu  menjadikan  putusnya  hubungan  perkawinan

mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.”

Menimbang, bahwa Pada surat  Al-Baqarah Ayat 221 tidak dibenarkan

perempuan muslim melakukan ikatan perjanjian apapun dengan laki-laki kafir.
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Demikian pula sebaliknya, laki-laki muslim melakukan perjanjian suci dengan

perempuan kafir. Sebagaimana terlarangnya suami istri yang telah melakukan

perjanjian suci dalam ikatan perkawinan, kemudian salah satunya Murtad. Hal

tersebut  menyebabkan  adanya  perubahan  teologis  yang  membahayakan

akidah dan ketauhidan salah satunya, sehingga perkawinan otomatis Fasakh

dan tidak dapat ditoleransi lagi, kecuali jika pihak yang Murtad tersebut kembali

bertobat. Hal tersebut berkaitan dengan firman Allah SWT diatas pada kalimat

“wala  tumsiku  biishomi  al  kawafir“. Perempuan-perempuan  kafir  tidak

dibenarkan  diajak  melakukan  akad  suci  dalam  membangun  rumah  tangga,

demikian  pula  laki-laki  yang  kembali  kafir  setelah  melakukan  akad  nikah

dengan perempuan muslim.  Dengan  demikian  Fasakh nikah berlaku  mutlak

bagi salah satu pihak yang berpindah agama selain Islam.

Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim,  alasan  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus-menerus diatas bukan menjadi alasan utama/ primer

yang menyebabkan ketikdakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

akan  tetapi  merupakan  akibat  dari  alasan  lain  yang  mendahuluinya  yaitu

kembalinya Tergugat  ke agamanya semula yakni  Kristen.  Sehingga putusan

perceraian dalam perkara ini lebih tepat diputus dengan Fasakh, karena hak

talak  Tergugat  telah  gugur  akibat  pindah  agama  (Murtad),  dan  karena

perkawinannya itu sendiri telah rusak semenjak Tergugat Murtad, maka tidak

perlu lagi bagi pengadilan untuk mejatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

mengingat  untuk  memenuhi  azas  keadilan  dan  kemanfaatan  serta  azas

peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  maka  terkait  dengan  petitum

primer angka 2 yang meminta Pengadilan Agama Kotabaru untuk Menetapkan

jatuh  talak  satu  bain  sughraa  Tergugat  terhadap  Penggugat,  dan  juga

mengingat  petitum  subsidair  Penggugat  yang  meminta  Pengadilan  Agama

Kotabaru cq. Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya,

maka Majelis Hakim mengabulkan petitum perceraian tersebut dengan amar

memfasakh  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  tidak  dengan  amar

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan  talak  satu  bain  sughraa  Tergugat  terhadap  Penggugat,

sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan

Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal

1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat

dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam  perkara ini;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan

patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Memfasakh  perkawinan  Penggugat (PENGGUGAT)  dengan  Tergugat

(TERGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp707.000,00 (tujuh ratus ribu

tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat; 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Rabu,  tanggal  30  Juni  2021  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal  19 Dzulqaidah 1442 Hijriah,  oleh  Siti  Fatimah, S.H.I.,  M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  Azhar  Nur  Fajar  Alam,  S.H., dan  Imaduddin

Sakagama, S.H.I. masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Ahmad
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

       Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
         Hakim Anggota,

      Azhar Nur Fajar Alam, S.H.    

                Hakim Anggota,

          Imaduddin Sakagama, S.H.I.     

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.          587.000,-

4. PNBP Panggilan Rp. 20.000,-

5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

6. Biaya Materai Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 707.000,-

Terbilang :  (tujuh ratus ribu tujuh ribu rupiah)
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